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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas penjabaran diatas maka dapat disampaikan beberapa
kesimpulan mengenai fungsi Direktur Kepatuhan dalam rangka menegakkan
prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sebuah bank, melipuiti :

1. Sampa saat ini fungsi Direktur Kapatuhan masih jauh dari sasaran yang ingin
dicapal yaitu mewujudkan pengelolaan bank yang selalu menegakkan prisip
kehati-hatian dengan memastikan bahwa aktifitas perbankan yang dilakukan
tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia serta perundangan lain yang
berlaku, mengingat masih banyak penyimpangan yang terjadi secara sengaja
dilakukan oleh direksi bank tetapi tidak dapat dicegah oleh Direktur
K epatuhan.

2. Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsinya masih terbentur oleh
beberapa kendala, antara lain mengenai mekanisme pelaporan Direktur
Kepatuhan pun masih mempunyai titik lemah dan dimungkinkan bisa
dimanipulasi oleh pihak bank karena pada saat sebelum diserahkan kepada
Bank Indonesia, laporan tersebut sudah diketahui oleh direktur utama untuk
ditandatangani.

B. Saran

Berkaitan dengan uraian diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah :
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1. Pentingnya fungsi Direktur Kepatuhan dalam rangka menegakkan prinsip
kehati-hatian dalam pengelolaan sebuah bank, maka diperlukan Direktur
Kepatuhan yang dapat bekerja secara independen dan melaksanakan
fungsinya secara maksimal.

2 Bank Indonesia perlu melakukan revisi terhadap peraturan yang mengatur
tentang Direktur Kepatuhan dimana mekanisme laporan yang dibuat oleh
Direktur Kepatuhan bisa secara langsung dan cepat diketahui oleh Bank
Indonesia tanpa harus melewati prosedur harus diserahkan kepada direktur
utama sehingga dapat dihindari terjadinya manipulasi laporan.

3. Direktur Kepatuhan hendaknya bukan dari internal perbankan melainkan dari
pihak eksternal yang mempunyai kompetensi seperti Auditor Publik, Praktis
Perbankan maupun pejabat Bank Indonesia yang ditugaskan untuk mengawasi

bank umum.
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